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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Sebagaimana pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, 

bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus (a) 

memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi 

dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah; (b) 

memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 

risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah; (c) memelihara dan 

meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas dan efektivitas 

APIP dianggap sebagai dua indikator penting untuk melihat sejauh mana 

APIP, sebagai institusi, telah mampu mendefinisikan peran pengawasan 

intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk 

mengukur efektivitas dan kapabilitas APIP, diperlukan suatu prosedur dan 

mekanisme penilaian yang dapat diterima umum, sehingga terdapat 

standar kualifikasi profesional dan karakteristik APIP yang kapabel dan 

efektif di organisasi sektor publik di Indonesia. 

Tujuan aksi perubahan ini secara umum adalah untuk meningkatkan 

Kapabilitas APIP melalui penguatan pada Komponen Aktivitas 

Pengawasan pada aspek Jasa Konsultansi, dengan hasil akhir tersusunnya 

SOP terkait dengan Jasa Konsultansi (Bimbingan Teknis, Asistensi dan 

Sosialisasi). 
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A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN 

1.  Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

Integritas sering disederhanakan maknanya sebagai kejujuran, 

kebajikan, berperilaku baik dan benar, atau bermoral. Maknanya 

seringkali berkembang dan dikaitkan dengan pencegahan korupsi. 

Integritas merupakan hal yang sangat penting bagi seorang 

Aparatur Sipil Negara karena integritas menjadi dasar dari semua 

nilai pribadi seseorang.  

Dalam konteks pengawasan, nilai integritas akan selalu mengikuti 

dalam tugas dan fungsi yang diemban Inspektorat. Sebagaimana 

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Inspektorat, disebutkan bahwa Inspektorat memiliki tugas untuk 

membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan 

urusan Pemerintah Daerah. Sedangkan fungsi yang diemban oleh 

Inspektorat antara lain adalah : 

➢ Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi; 

➢ Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi 

pengawasan; 

➢ Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan 

kegaiatan pengawasan lainnya; 

➢ Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan dari Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

Sedangkan Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban secara periodik. 

Prinsip umum dalam Akuntabilitas antara lain adalah sebagai 

berikut: 
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➢ Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi 

untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar 

akuntabel. 

➢ Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

➢ Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin 

penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam implementasi aksi perubahan disini, langkah yang dilakukan 

pada tahap ini adalah melalui kegiatan : 

➢ Pemenuhan implementasi Reformasi Birokrasi, salah satunya 

adalah dengan peningkatan Kapabilitas APIP sebagai bagian 

penilaian Reformasi Birokrasi; 

➢ Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan, yakni berupa 

penyusunan SOP Jasa Konsultansi; 

➢ Melakukan asistensi/pendampingan evaluasi SAKIP di 

Perangkat Daerah. 

 

2.  Pengelolaan Budaya Kerja 

Budaya Kerja pada Inspektorat Kabupaten Ngawi menitikberatkan 

pada pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan 

dinamis di lingkungan APIP. Hal ini mendorong partisipasi APIP 

secara aktif dalam forum komunikasi bersama perangkat daerah 

yang lain untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan 

tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP. Selain itu, APIP 

juga melaksanakan aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta 

kegiatan asurans dan konsultansi dengan pihak lainnya untuk 

memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan 

meminimalkan duplikasi pengawasan. 
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Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah melalui 

pengembangan hubungan komunikasi dalam kegiatan 

pengawasan intern melalui : 

➢ Pembekalan kepada tim audit sebelum penugasan (melalui 

penyusunan dan ekspos PKA); 

➢ Ekspos hasil pengawasan. 

 

3.  Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi 

Pendekatan jejaring kerja sangat dibutuhkan untuk membantu 

organisasi publik mencapai kinerjanya. Hal ini didasarkan pada 

kompleksitas tantangan dan masalah di sektor publik dimana untuk 

menyelesaikannya dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak 

dan kontribusi sumberdaya dari berbagai pihak karena dalam 

kondisi kompleksitas ini tidak ada satupun pihak yang memiliki 

cukup sumberdaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Jejaring kerja adalah sekumpulan hubungan-hubungan antara para 

pihak yang terkait dalam suatu pencapaian tujuan. Hubungan-

hubungan ini dapat berupa hubungan yang kuat maupun hubungan 

yang lemah. Berjejaring kerja /networking adalah proses aktif yang 

dilakukan untuk memastikan bahwa jejaring kerja dapat terbentuk, 

berkembang dan tetap produktif untuk mencapai tujuan jejaring 

sekaligus memberikan manfaat bagi para pihak yang terikat dalam 

jejaring kerja tersebut. 

Dalam implementasi aksi perubahan disini, langkah yang dilakukan 

pada tahap ini adalah melalui kegiatan membangun sinergi dan 

komitmen antar stake holder terkait, baik di lingkup internal 

organisasi Inspektorat Kabupaten Ngawi maupun di lingkup 

eksternal, untuk mendapatkan dukungan dalam mewujudkan aksi 

perubahan. Membangun sinergi dan komitmen yang dilakukan 

antara lain dengan melakukan : 

 

 



4 
 

➢ Rapat koordinasi di internal organisasi, bertujuan untuk 

mengkonsolidasikan dan membangun komitmen rencana aksi 

perubahan serta membagi tugas dan peran serta penyampaian 

tujuan aksi perubahan; 

➢ Koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten 

Ngawi untuk memberikan informasi dan petunjuk tentang 

perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP); 

➢ Koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten 

Ngawi untuk memberikan informasi dan petunjuk tentang legal 

formal pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

 

B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN 

1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi 

Milestone Aksi Perubahan Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP 

Pada Inspektorat Kabupaten Ngawi Melalui Penguatan Aktivitas 

Pengawasan Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut: 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 
Ket 

1 Pembentukan 
Tim Efektif  

• Persiapan 

• Koordinasi/ Konsultasi 

• Rapat Tim Efektif 

• Pembuatan SK Tim 
Efektif 

Minggu II 
September 2022 

SK Tim 

2 Rapat Tim 
Efektif 

• Persiapan 

• Koordinasi/ Konsultasi 

• Rapat Tim Efektif 

Minggu III 
September 2022 

Notulen Yang 
Berisi Komitmen 
Bersama dan 
Pembagian Job 
Desk. 

3 Penyusunan 
SOP Jasa 
Konsultansi 

• Persiapan 

• Menyiapkan bahan 
SOP 

• Koordinasi/ Konsultasi 

• Rapat Tim Efektif 

Minggu IV 
September – 
Minggu II Oktober 
2022 

Dokumen Draft 
SOP 

4 Pengesahan 
SOP Jasa 
Konsultansi 

• Persiapan 

• Menyiapkan draft SOP 
untuk ditanda tangani 
Inspektur 

Minggu II Oktober 
2022 

Dokumen SOP 

5 Sosialisasi 
SOP Jasa 
Konsultansi 

• Persiapan 

• Menentukan jadwal 
sosialisasi  

• Menyampaikan 
undangan 

Minggu III 
Oktober 2022 

Dokumentasi 
Kegiatan 
Sosialisasi 
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Tabel 1. Milestone Aksi Perubahan 

 

Sebagaimana milestone yang telah direncanakan, berikut capaian 

implementasi Rencana Aksi Perubahan yang telah dilakukan: 

a. Pembentukan dan Penetapan Tim Efektif 

Tim Efektif dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan 

Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 700/39/404.200/2022 

tertanggal 16 September 2022 tentang Penunjukan Tim Efektif 

Aksi Perubahan Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP Pada 

Inspektorat Kabupaten Ngawi Melalui Penguatan Aktivitas 

Pengawasan Jasa Konsultansi, dengan susunan tim sebagai 

berikut: 

NO NAMA / NIP JABATAN JABATAN 
DALAM 

KEGIATAN 

1. Drs. Yulianto Kusprasetyo 
NIP. 196607251986021004 

Inspektur Penanggung 
Jawab dan 

Mentor 

2. Doni Fortano, S.Sos., M.Si 
NIP. 197501192003121004 

Inspektur Pembantu 
Wilayah III 

Ketua  
(Project Leader) 

3. Bambang Indratno SW, SE., 
MM 
NIP. 197110021997031006 

Sekretaris Anggota 

4. Jaseman, S.STP., M.Si 
NIP. 197504111996011001 

Inspektur Pembantu 
Wilayah II 

Anggota 

5. Chandraningsih Tri W, SIP., 
MPA 
NIP. 198009252005012011 

Inspektur Pembantu 
Wilayah IV 

Anggota 

6. Esti Permanasari, S.STP 
NIP. 198506252003122003 

Kepala Sub Bagian 
Perencanaan 

Anggota 

7. Indah Sri Wahyuti, SE 
NIP. 197809172009012006 

Kepala Sub Bagian 
Umum & Keuangan 

Anggota 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 
Ket 

• Mendokumentasikan 
kegiatan sosialisasi 

6 Implementasi 
SOP Jasa 
Konsultansi 

• Persiapan 

• Implemantasi SOP Jasa 
Konsultansi yang telah 
disahkan oleh Inspektur 

Minggu IV 
Oktober 2022 

Dokumentasi 
Kegiatan 
Konsultansi 

7 Laporan Aksi 
Perubahan 

• Persiapan 

• Menyiapkan bahan 
Laporan 

• Penyampaian Laporan 
Aksi Perubahan 

Minggu I 
Nopember 2022 

Dokumen 
Laporan 
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NO NAMA / NIP JABATAN JABATAN 
DALAM 

KEGIATAN 

8. Dwi Ratna W, ST., MM 
NIP. 198005142009012004 

Auditor Ahli Muda Anggota 

9. Yenni Tyas Utami, SH 
NIP. 198406122003122001 

Auditor Ahli 
Pertama 

Anggota 

10. Herlambang Bagus P, S.IAN 
NIP. 199312252022041001 

P2UPD Ahli 
Pertama 

Anggota 

11. Mustanul Sania Huda, S.AP 
NIP. 199210012022042001 

Auditor Ahli 
Pertama 

Anggota 

12. Galih Sri Rahayu, S.Sos 
NIP. 198912192022042001 

Auditor Ahli 
Pertama 

Anggota 

13. Anang Y. Susanto, A.Md 
NIP. 197806142010011003 

Auditor Pelaksana 
Lanjutan 

Anggota 

 

Tabel 2 : Susunan Tim Efektif 

 

Tim sebagaimana tersebut di atas bertugas efektif mulai 

tanggal 16 September 2022. Seluruh personil pada Tim Efektif 

berkomitmen untuk mendukung project leader/reformer dalam 

implementasi aksi perubahan yang telah direncanakan. Bukti 

dukung/eviden terhadap tahap milestone ini sebagaimana pada 

lampiran 1. 

b. Rapat Tim Efektif 

Rapat Tim Efektif digelar pada tanggal 22 September 2022 

untuk membangun komitmen bersama dan pembagian job 

description yakni : 

 

No Nama Tugas dalam tim 

1. Drs. Yulianto Kusprasetyo Memberikan persetujuan 

terhadap arahan terkait kegiatan 

aksi perubahan 

2. Drs. B. Indratno SW, SE, MM Memberikan alternatif, solusi dan 

masukan terkait aksi perubahan 

3. Jaseman, S.STP Memberikan saran terkait 

penguatan kapabilitas APIP 
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No Nama Tugas dalam tim 

4. Chandraningsih TW, S.IP, 

M.PA 

Memberikan saran terkait dengan 

impelemntasi aplikasi jasa 

konsultansi 

5. Esty Pemanasari, S.STP 

Indah Sri Wahyuti, SE 

Memberikan saran terkait dengan 

alur pembuatan SOP 

6. Dwi Ratna W, ST, MM 

Yenni Tyas Utami, SH 

Herlambang Bagus P, S.IAN 

Mustanul Sania Huda, S.AP 

Galih Sri R, S.Sos 

Anang Yeni Susanto, A.Md 

Membantu mempersiapkan 

pelaksanaan kegiatan – kegiatan 

tim efektif (notulis, dokumentasi 

kegiatan dan lain-lain) 

 

Tabel 3 : Job Deskripsi Tim Efektif 

 

Rapat Tim Efektif diselenggarakan di sela-sela padatnya 

penugasan pengawasan yang diemban oleh Inspektorat. 

Pembagian Job Desk merupakan agenda penting yang tidak 

boleh terlewatkan. Karena di momen ini digunakan untuk 

mempertegas komitmen di antara seluruh anggota Tim Efektif 

melalui pembagian Job Desk dimaksud. Bukti dukung/eviden 

terhadap tahap milestone ini sebagaimana pada lampiran 2. 

c. Penyusunan Konsep SOP Jasa Konsultansi 

Penyusunan Konsep SOP Jasa Konsultansi diperlukan guna 

memberikan gambaran seperti apa SOP Jasa Konsultansi yang 

terdiri dari SOP Bimbingan Teknis, SOP Sosialisasi dan SOP 

Asistensi. Pada tahap milestone ini menampung segala 

masukan/usulan dari anggota Tim Efektif terhadap konsep/draft 

SOP yang tersusun. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu IV 

September sampai dengan minggu II Oktober 2022 dan telah 

tersusun konsep/draft SOP Jasa Konsultansi sebagaimana 

pada lampiran 3.  
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d. Pengesahan Dokumen SOP Jasa Konsultansi 

Berdasarkan masukan/usulan yang ditampung, maka 

tersusunlah konsep SOP Jasa Konsultansi yang bersifat final. 

Dokumen SOP Jasa Konsultansi final yang telah tersusun ini 

kemudian disahkan oleh Inspektur Kabupaten Ngawi 

sebagaimana Keputusan Inspektur Nomor 

188/47/404.200/2022 tentang Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Jasa Konsultansi Pada Inspektorat Kabupaten Ngawi, 

sebagiamana tercantum pada lampiran 4. 

e. Sosialisasi SOP Jasa Konsultansi 

Sosialisasi SOP Jasa Konsultansi dilaksanakan pada tanggal 7 

Oktober 2022, dihadiri oleh sejumlah pejabat fungsional auditor 

dan P2UPD di lingkup Inspektorat Kabupaten Ngawi. Pelatihan 

di Kantor Sendiri (PKS) merupakan salah satu wadah interaksi 

dan penghubung antara pejabat struktural dan fungsional pada 

Inspektorat Kabupaten Ngawi. Dalam giat PKS itulah 

Sosialisasi SOP Jasa Konsultansi dilaksanakan. Bukti 

dukung/eviden terhadap tahap milestone ini sebagaimana pada 

lampiran 5. 

f. Implementasi SOP Jasa Konsultansi 

Dalam tahap milestone ini, SOP Jasa Konsultansi yang telah 

tersusun diimplementasikan dalam aktivitas pengawasan yang 

dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan sebagai implementasi SOP Jasa 

Konsultansi adalah : 

• Implementasi SOP Bimbingan Teknis 

Implementasi SOP Bimbingan Teknis berupa 

penyelenggaraan Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi yang 

dilaksanakan pada tanggal 5-6 Oktober 2022 bertempat di 

Kurnia Convention Hall Jalan Ir. Soekarno Ngawi. 

Bimbingan Teknis dihadiri oleh seluruh perangkat daerah 

yang bertujuan agar para asesor tingkat perangkat daerah 
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dapat melakukan Penilaian Mandiri terhadap SPIP 

Terintegrasi dalam lingkup unit kerjanya. Bukti 

dukung/eviden terhadap tahap implementasi SOP 

Bimbingan Teknis ini sebagaimana tercantum pada 

lampiran 6. 

• Implementasi SOP Sosialisasi 

Implementasi SOP Sosialisasi berupa penyelenggaraan 

Sosialisasi Benturan Kepentingan sebagaimana ketentuan 

Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penanganan Benturan Kepentingan. Sosialisasi ini 

diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2022 bertempat di 

Ruang Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten 

Ngawi dan dihadiri oleh seluruh perangkat daerah di lingkup 

Pemerintah Kabupaten Ngawi. Bukti dukung/eviden 

terhadap tahap implementasi SOP Sosialisasi ini 

sebagaimana tercantum pada lampiran 7. 

• Implementasi SOP Pendampingan/Asistensi 

Implementasi SOP Pendampingan/Asistensi berupa 

pelaksanaan kegiatan Pendampingan atas Penilaian 

Mandiri Reformasi Birokrasi dan Pendampingan atas 

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP 

Terintegrasi pada seluruh perangkat daerah di lingkup 

Pemerintah Kabupaten Ngawi. Kegiatan Pendampingan 

atas Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dilaksanakan 

pada tanggal 22 Maret sampai dengan 5 April 2022. 

Sedangkan Pendampingan atas Penilaian Mandiri Maturitas 

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilaksanakan pada 

tanggal 17 sampai dengan 31 Oktober 2022. Bukti 

dukung/eviden terhadap tahap implementasi SOP 

Asistensi/Pendampingan ini sebagaimana tercantum pada 

lampiran 8. 
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Jabatan andministrator adalah sekelompok Jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya akan dibantu oleh beberapa pejabat pengawas 

dan staf. Oleh karena itu agar organisasi memiliki kinerja tinggi 

dengan memberdayakan segenap potensi yang ada perlu 

menerapkan kepemimpinan transformasional.  

Seorang pemimpin transformasional harus dapat lebih 

menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang efektif dengan 

kinerja optimal. Hal ini disebabkan dengan kepemimpinan 

transformasional harus bisa membangun rasa percaya diri 

bawahan sehingga merasa yakin kemampuan yang akan dimiliki. 

Gaya kepemimpinan transformasional diyakini oleh banyak pihak 

sebagai gaya kepemimpinan efektif dalam memotivasi para 

bawahan untuk berperilaku seperti yang diinginkan. Maka dari itu 

dibutuhkan suatu prinsip terkait dengan kepemimpinan 

transformasional untuk menciptakan kepemimpinan yang sinergis. 

Prinsip dimaksud harus diterapkan dalam lingkungan kerja untuk 

mencapai tujuan bersama, yakni: 

➢ Simplifikasi 

Seorang pemimpin harus dapat mengungkapkan visinya 

secara jelas, praktis, dan transformasional, sebagai arah 

pergerakan organisasi. Dalam implementasinya, kami sebagai 

pemimpin transformasional telah menggunakan prinsip 

simplifikasi terakit dengan pencapaian tujuan rancangan aksi 

perubahan. Dimulai dengan menyampaikan tema rencana aksi 

perubahan pada Tim Efektif, sampai dengan hasil akhir yang 

akan dituju dengan menggunakan media power point sehingga 

dapat tersampaikan dengan jelas dan praktis. Dalam tataran 

tujuan organisasi, yakni meningkatkan level Kapabilitas APIP, 

kami juga telah membentuk Tim Kerja Penilaian Mandiri 

Kapabilitas APIP sebagaimana Keputusan Inspektur 
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Kabupaten Ngawi Nomor 188/18/404.200/2022 tentang Tim 

Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP. Tim Kerja ini tentu 

bertujuan mendapatkan level Kapabilitas APIP yang 

diharapkan yakni pada Level 3.  

➢ Motivasi 

Motivasi adalah memberikan bimbingan yang tepat atau 

arahan, sumber daya dan imbalan agar mereka terinspirasi dan 

tertarik untuk bekerja dengan cara yang anda inginkan. 

Motivasi juga merupakan kemampuan untuk mendapatkan 

komitmen semua orang yang terlibat terhadap sebuah tujuan. 

Dorongan motivasi yang kami lakukan sebagai pemimpin 

transformasional dimulai ketika Tim Efektif terbentuk. Melalui 

kegiatan rapat Tim Efektif, kami memberikan motivasi kepada 

Tim sehingga mendapatkan komitmen dari seluruh personil Tim 

Efektif untuk menyelesaikan tepat waktu. Untuk skala yang 

lebih besar, dalam mencapai tujuan organisasi, Inspektur dan 

Inspektur Pembantu memberikan motivasi pada saat tertentu, 

misalnya pada kegiatan apel pagi atau dalam rapat-rapat intern 

Inspektorat. Harapannya dengan pemberian motivasi ini 

seluruh personil dapat fokus dalam menyelesaikan tugas 

pengawasan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

➢ Fasilitasi 

Pemimpin Tranformasional memiliki kemampuan secara efektif 

untuk dapat memfasilitasi pembelajaran yang terjadi dalam 

organisasi secara kelembagaan, kelompok, maupun individual. 

Hal ini akan berdampak pada bertambahnya modal intelektual 

setiap pengikutnya. Sebagai pemimpin transformasional, kami 

telah melakukan pengarahan terhadap Tim Efektif dengan 

memberikan job discription pada masing-masing personil. 

Dengan demikian tiap personil lebih memahami tugasnya dan 

memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan tujuan aksi 

perubahan. Dalam konteks yang lebih luas, Inspektorat 
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Kabupaten Ngawi memberikan kesempatan kepada seluruh 

personil di Inspektorat untuk lebih memahami tugas masing-

masing terutama pada penugasan pengawasan. Pemahaman 

tentang penugasan pengawasan selalu diawali dengan 

kegiatan PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri) yang meliputi 

pembekalan Program Kerja Pengawasan dan Kertas Kerja 

Pengawasan. Tujuan dari PKS ini agar setiap personil, 

kelompok dan lembaga Inspektorat pada umumnya memiliki 

standar yang sama dalam hal pengawasan. 

➢ Inovasi 

Pemimpin Tranformasional memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan ide-ide baru, mengimplementasikan ide baru 

yang bermanfaat. Perubahan akan menimbulkan ketidak 

pastian yang akan membuat resistensi. Oleh karena itu dituntut 

pemimpin yang berani dan bertanggung jawab melakukan 

suatu perubahan. Dalam suatu organisasi yang efektif dan 

efisien, setiap orang yang terlibat perlu mengantisipasi 

perubahan dan seharusnya pula mereka tidak takut akan 

perubahan tersebut. Sebagai pemimpin transformasional kami 

telah memberikan arahan kepada Tim Efektif agar bekerja 

seefektif mungkin dengan menggunakan media internet untuk 

mencari bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

tugasnya. Dalam tataran yang lebih luas, dalam hal penugasan 

pengawasan, sebagai pemimpin transformasional inovasi yang 

kami lakukan yaitu dengan ekspose konsep laporan 

pengawasan di intern Tim. Harapannya sebelum di tangan 

Inspektur, konsep laporan pengawasan tersebut telah final dan 

terstandar dengan baik.  
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➢ Mobilitas 

Pemimpin Tranformasional juga mampu mengerahkan sumber 

daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang 

terlibat dalam mencapai suatu visi. Dalam hal mencapai tujuan 

dalam rencana aksi perubahan, kami telah memilih personil 

dalam Tim Efektif dengan pertimbangan yang matang, yakni 

personil yang memiliki kemampuan yang cukup, dapat bekerja 

sama dan skillful. Dalam konteks yang lebih luas, pemilihan Tim 

Pengawas pada Inspektorat Kabupaten Ngawi juga melalui 

pertimbangan yang matang. Siapa yang berperan menjadi 

Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim didasarkan 

pada kemampuan dan cara bekerja sama dalam Tim. 

➢ Open Mind 

Pemimpin Tranformasional memiliki kemampuan untuk selalu 

belajar tentang diri mereka dan terbuka terhadap perubahan 

dengan paradigma baru yang positif. Sebagai pemimpin 

transformasional kami tidak segan untuk belajar dari 

pengalaman terbaik atau best practices. Istilahnya adalah 

melakukan ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) dari pengalaman 

terbaik tersebut. Salah satu contoh adalah ekspose konep 

laporan hasil pengawasan. Awalnya inovasi tersebut dilakukan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kami tiru dan 

modifikasi sesuai dengan kondisi Inspektorat Kabupaten 

Ngawi.  

➢ Memiliki Tekad Yang Kuat 

Pemimpin Tranformasional memiliki tekad yang kuat untuk 

menyelesaikan hingga tuntas. Ini juga didukung oleh 

pengembangan disiplin spiritualitas, emosi, dan fisik serta 

komitmen. Dengan tersusunnya laporan implementasi aksi 

perubahan ini kami sebagai pemimpin transformasional telah 

menunaikan komitmen untuk dapat menyelesaikan laporan 

tepat waktu. Dalam hal mewujudkan Kapabilitas APIP Level 3, 
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kami di Inspektorat Kabupaten Ngawi juga telah berkomitmen 

untuk mencapai tujuan dimaksud. Hal ini sesuai dengan 

penilaian mandiri Kapabilitas APIP yang telah dilakukan 

sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Hasil 

Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tertanggal 30 Juni 2022 

dimana hasil penilaian mandiri tersebut Inspektorat Kabupaten 

Ngawi telah berapa pada Level 3. 

 

2. Manfaat Aksi Perubahan 

a. Manfaat Untuk Internal Organisasi 

1) Menghindari ketidakjelasan prosedur berbagai pelayanan 

Inspektorat Kabupaten Ngawi khususnya pada Jasa 

Konsultansi; 

2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proses 

pelaksanaan tugas; 

3) Meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pada 

pelayanan Jasa Konsultansi. 

b. Manfaat Untuk Eksternal Organisasi 

Dengan peran APIP sebagai consulting diharapkan dapat 

mendorong pencapaian tujuan organisasi Pemerintah Daerah 

melalui : 

1) Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi 

dan efektiviktas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah; 

2) Peringatan dini dan efektivitas manajemen risiko dalam 

tugas dan fungsi instansi pemerintah; 

3) Peningkatan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi 

pemerintah. 
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C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

Tujuan aksi perubahan ini secara umum adalah untuk meningkatkan 

Kapabilitas APIP melalui penguatan pada Komponen Aktivitas 

Pengawasan pada aspek Jasa Konsultansi, dengan hasil akhir 

tersusunnya SOP terkait dengan Jasa Konsultansi (Bimbingan Teknis, 

Asistensi dan Sosialisasi) 

Sedangkan keberlanjutan dari Aksi Perubahan ini dibagi menjadi 3 

tahapan tindak lanjut yakni sebagai berikut: 

1. Tindak lanjut Kegiatan Jangka Pendek, berupa: 

➢ Penerapan SOP Konsultansi yang telah tersusun; 

➢ Memastikan SOP Jasa Konsultansi telah diterapkan secara 

menyeluruh dalam kegiatan consulting.  

2. Tindak lanjut Kegiatan Jangka Menengah, berupa: 

➢ Melakukan monitoring terhadap penerapan SOP Jasa 

Konsultansi.  

➢ Melakukan evaluasi terhadap SOP Jasa Konsultansi; 

Dalam tahap ini diharapkan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten 

Ngawi telah berada pada level 3 (Delivered), yakni APIP telah dapat 

melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) 

sesuai dengan standar dan praktik profesional.  

3. Tindak lanjut Kegiatan Jangka Panjang, berupa: 

➢ Melakukan revisi dan perbaikan SOP Jasa Konsultansi 

disesuaikan dengan perkembangan. 

Dalam tahap ini diharapkan Kapabilitas APIP lebih meningkat lagi 

pada level 4 (Institutionalized), artinya APIP secara berkelanjutan 

telah menjadi mitra strategis bagi organisasi K/L/D. Selain itu, hasil 

pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan 

pengendalian telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas 

pengawasan secara terus-menerus untuk mendukung pencapaian 

tujuan organisasi Pemerintah Daerah. 
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Keberlanjutan Aksi Perubahan ini mendapatkan dukungan dari 

berbagai stake holder terkait (sebagaimana tercantum pada Lampiran 

9) antara lain :  

➢ Bapak Bupati Ngawi, yang menyebutkan bahwa beliau mendukung 

seluruh inovasi aksi perubahan kinerja organisasi yang digagas dan 

diprakarsai oleh peserta PKA, serta beliau berpesan dan berharap 

inovasi tersebut bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi 

dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh 

warga masyarakat di Kabupaten Ngawi. 

➢ Bapak Wakil Bupati Ngawi, yang menyebutkan bahwa beliau 

mendukung seluruh inovasi aksi perubahan kinerja organisasi yang 

disusun oleh peserta PKA, serta beliau berpesan dan berharap 

inovasi tersebut dapat menjadi solusi untuk menjawab 

permasalahan yang sering dihadapi dalam memberikan pelayanan 

pada masyarakat di Kabupaten Ngawi. 

➢ Bapak Sekretaris Kabupaten Ngawi, yang menyebutkan bahwa 

beliau mendukung inovasi aksi perubahan kinerja organisasi yang 

diinisiasi oleh ASN Inspektorat Kabupaten Ngawi, dan beliau 

mengakui bahwa inovasi tersebut sangat bermanfaat bagi 

Pemerintah Kabupaten Ngawi, utamanya pada masyarakat di 

Kabupaten Ngawi. 

➢ Bapak Inspektur Kabupaten Ngawi, yang menyebutkan bahwa 

beliau mendukung atas kegiatan Aksi Perubahan “Strategi 

Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Ngawi 

Melalui Penguatan Aktivitas Pengawasan Jasa Konsultansi” yang 

dilaksanakan Reformer Sdr. DONI FORTANO, S.Sos., M.Si, selaku 

Inspektur Pembantu Wilayah III agar dapat diimplementasikan di 

Inspektorat Kabupaten Ngawi, melalui penyusunan SOP Jasa 

Konsultansi guna mewujudkan Kapabilitas APIP Level 3. 
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2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
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8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode 

Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 

Administrasi Pemerintahan
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Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern 
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PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

INSPEKTORAT

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah



DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Inspektorat

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan RKA 1. Materi Sosialisasi

2. SOP Surat Masuk 2. Komputer

3. SOP Surat Keluar 3. Printer

4. ATK

5. Buku Surat Masuk

6. Buku Surat Keluar

7. Tempat Penyimpanan Arsip

PERINGATAN

- 1.

2.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Materi bimbingan teknis dilaksanakan oleh narasumber yang menguasai 

tema yang akan disampaikan sehingga pemahaman peserta bimbingan 

teknis terhadap materi lebih optimal

Telaah Staf

Materi Bimbingan Teknis

PERALATAN/PERLENGKAPAN



Flow Chart Bimbingan Teknis

Inspektur Sekretaris Irban
Subag Peren 

canaan

Subag 

Umum dan 

Keuangan

Subag 

Analisis dan 

Evaluasi

Staf
KELENG

KAPAN
WAKTU OUTPUT

1 Mengajukan usulan kegiatan dan anggaran

ATK 30 Menit Dokumen Usulan

2 Mempelajari, menelaah, menyetujui/tidak

ATK 30 Menit
Lembar Pengantar ke 

Inspektur

3 Mempelajari, menelaah, menyetujui/tidak

ATK 30 Menit
Disposisi Inspektur untuk 

melaksanakan Bimtek

4 Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis 

(Kepanitiaan, materi, tempat, jadwal, konsumsi, 

narasumber, target peserta) bersama Irban, Subag 

Perencanaan dan Subag Umum dan Keuangan

ATK, 

Komputer, 

Printer

Sesuai

Kebutuhan

- Konsep Surat Permohonan 

Sebagai Narasumber

- Koordinasi terkait sarana 

prasarana yang akan digunakan, 

konsumsi dll

5 Mempelajari, menelaah, menyetujui/tidak

ATK, 

Komputer, 

Printer

30 Menit Surat Perintah Tugas

6 Melakukan persiapan teknis (pengiriman undangan, 

konfirmasi undangan, tempat, peminjaman/sewa 

sarana/prasarana, konsumsi, permintaan peliputan 

dll)

ATK, 

Komputer, 

Printer

Sesuai

Kebutuhan
Materi Sosialisasi

7 Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis

Bahan 

Bimtek, 

Komputer

Sesuai

Kebutuhan
Terselanggaranya sosialisasi

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET



Inspektur Sekretaris Irban
Subag Peren 

canaan

Subag 

Umum dan 

Keuangan

Subag 

Analisis dan 

Evaluasi

Staf
KELENG

KAPAN
WAKTU OUTPUT

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET

8 Melakukan evaluasi dan menyerahkan laporan hasil 

kegiatan bimbingan teknis kepada 

Sekretaris/Inspektur

ATK, 

Komputer, 

Printer

60 Menit
Dokumen Evaluasi/Laporan 

tentang Sosialisasi

9 Mendokumentasikan dokumen hasil kegiatan 

bimbingan teknis yang dilaksanakan ATK, 

Komputer, 

Printer

60 Menit
Tersimpannya dokumen hasil 

Sosialisasi
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TANGGAL EFEKTIF …....Oktober 2022

DISAHKAN OLEH INSPEKTUR KABUPATEN NGAWI,

Drs. YULIANTO KUSPRASETYO

NIP. 19660725 198602 1 004

SOSIALISASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi unit kerjanya

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memiliki kompetensi Auditor atau P2UPD

3. 3. Memiliki pemahaman yang cukup tentang pengawasan dan materi sosialisasi

4. Menguasai komputer

4.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 

2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma 

Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode 

Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 

Administrasi Pemerintahan

11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

INSPEKTORAT

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah



DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Inspektorat

KETERKAITAN

1. SOP Penerbitan Surat Tugas 1.

2. SOP Perjalanan Dinas 2.

3. SOP Surat Masuk 3. Komputer

4. SOP Surat Keluar 4. Printer

5. ATK

6. Buku Surat Keluar

7. Tempat Penyimpanan Arsip

PERINGATAN

- 1.

2.

Surat Tugas

Materi Sosialisasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Telaah Staf

Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi dilaksanakan oleh narasumber yang menguasai tema 

yang akan disampaikan sehingga pemahaman peserta sosialisasi 

terhadap materi lebih optimal



Flow Chart Sosialisasi

Inspektur Sekretaris Irban
Auditor/ 

P2UPD

Subag 

Umum dan 

Keuangan

Subag 

Analisi dan 

Evaluasi

Panitia/ Staf
KELENG

KAPAN
WAKTU OUTPUT

1 Mengajukan Telaah Staf 

ATK 30 Menit Dokumen Telaah Staf

2 Mempelajari, menelaah, menyetujui/tidak

ATK 30 Menit
Lembar Pengantar ke 

Inspektur

3 Mempelajari, menelaah, menyetujui/tidak

ATK 30 Menit
Disposisi Inspektur untuk 

melaksanakan sosialisasi

4 Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis 

(Kepanitiaan, materi, tempat, jadwal, konsumsi, 

narasumber, target peserta) bersama Auditor/P2UPD

Menunjuk fungsional yang berkompeten sebagai 

narasumber sosialisasi dan meminta Subag Perencanaan 

untuk menerbitkan SPT

ATK, 

Komputer, 

Printer

Sesuai

Kebutuhan

Pejabat Fungsional yang 

ditunjuk sebagai narasumber

5 Menyusun konsep SPT

ATK, 

Komputer, 

Printer

30 Menit Konsep Surat Perintah Tugas

6 Telaah konsep SPT

ATK, 

Komputer, 

Printer

15 Menit Konsep Surat Perintah Tugas

7 Menerbitkan SPT

ATK, 

Komputer, 

Printer

15 Menit Surat Perintah Tugas

8 Auditor/P2UPD menyusun materi sosialisasi

Subag Umum dan Keuangan membentuk panitia sosialisasi, 

mengkonfirmasi sarana-prasarana, konsumsi, undangan, 

anggaran

ATK, 

Komputer, 

Printer

Sesuai

Kebutuhan
Materi Sosialisasi

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET



Inspektur Sekretaris Irban
Auditor/ 

P2UPD

Subag 

Umum dan 

Keuangan

Subag 

Analisi dan 

Evaluasi

Panitia/ Staf
KELENG

KAPAN
WAKTU OUTPUT

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET

9 Melaksanakan kegiatan sosialisasi

Bahan 

Sosialisasi, 

Komputer

Sesuai

Kebutuhan
Terselanggaranya sosialisasi

1

10 Melakukan evaluasi dan menyerahkan laporan hasil 

kegiatan sosialisasi kepada Irban ATK, 

Komputer, 

Printer

60 Menit
Dokumen Evaluasi/Laporan 

tentang Sosialisasi

11 Mendokumentasikan dokumen hasil kegiatan sosialisasi 

yang dilaksanakan ATK, 

Komputer, 

Printer

60 Menit
Tersimpannya dokumen hasil 

Sosialisasi
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TANGGAL REVISI …....Oktober 2022

TANGGAL EFEKTIF …....Oktober 2022

DISAHKAN OLEH INSPEKTUR KABUPATEN NGAWI,

Drs. YULIANTO KUSPRASETYO

NIP. 19660725 198602 1 004

ASISTENSI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi unit kerjanya

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memiliki kompetensi Auditor atau P2UPD

3. 3. Memiliki pemahaman yang cukup tentang pengawasan dan kode etik

4. Menguasai komputer

4.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 

2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma 

Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode 

Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 

Administrasi Pemerintahan

11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

INSPEKTORAT

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah



DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Inspektorat

KETERKAITAN

1. SOP Penerbitan Surat Tugas Pemeriksaan 1.

2. SOP Perjalanan Dinas 2.

3. SOP Surat Masuk 3.

4. SOP Surat Keluar 4.

5. Printer

6. Tempat Penyimpanan Arsip

7. Buku Surat Keluar

8. ATK

PERINGATAN

1. Keterlambatan pembuatan Laporan Hasil Pendampingan (LHP) 

mengakibatkan terlambatnya tindaklanjut yang harus dilakukan oleh 

Perangkat Daerah

1.

2. Keterlambatan penyampaian Laporan Hasil Pendampingan (LHP) 

mengakibatkan terlambatnya tindaklanjut yang harus dilakukan oleh 

Perangkat Daerah

Dokumen PKPT

Surat Tugas

Kertas Kerja

Komputer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pembuatan Laporan Hasil Pendampingan (LHP) Inspektorat

PERALATAN/PERLENGKAPAN



Subag 

Perenca 

naan

Subag 

Umum dan 

Keuangan

Subag 

Analisis dan 

Evaluasi

Irban Dalnis Sekretaris Inspektur
Tim Pendam 

pingan

Obyek 

Pendam 

pingan

Keleng

kapan
Waktu Output

PERENCANAAN

1 Membuat draft Penyusunan rancangan  

obyek  pendampingan dan rancangan 

susunan Tim sesuai jabatan dan 

golongan

PKPT dan 

Data

Personil Tim

1 hari
Obyek Pendampingan 

dan Data Personil Tim

2 Penyusunan rancangan obyek 

pendampingan dan rancangan susunan 

Tim sesuai jabatan dan golongan.

PKPT dan 

Data

Personil Tim

1 hari
Obyek Pendampingan 

dan Data Personil Tim

3 Penyusunan konsep surat perintah 

tugas oleh Pengadministrasi kegiatan 

pendampingan

Konsep 

Surat 

Perintah 

Tugas

1 hari
Konsep surat perintah 

tugas

4 Meneliti dan memberi paraf surat 

keputusan  kegiatan  dan  Surat 

perintah Tugas

Konsep 

Surat 

Perintah 

Tugas

1 hari
surat perintah tugas yang 

sudah diparaf

5 Meneliti dan memberikan tandatangan 

surat keputusan kegiatan dan Surat 

perintah Tugas

Surat 

Perintah 

Tugas

1 hari
surat perintah tugas yang 

sudah ditandatangani

6 Penerbitan dan penyerahan Surat 

Perintah Tugas untuk Penugasan tim 

pendampingan

Surat 

Perintah 

Tugas

2 jam

surat perintah tugas 

disampaikan pada Tim 

Pendampingan

7 Penyusunan Program Kerja 

Pendampingan
Dokumen 

Kriteria 

Pendam 

pingan

1 hari
Program Kerja 

Pendampingan

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET



Subag 

Perenca 

naan

Subag 

Umum dan 

Keuangan

Subag 

Analisis dan 

Evaluasi

Irban Dalnis Sekretaris Inspektur
Tim Pendam 

pingan

Obyek 

Pendam 

pingan

Keleng

kapan
Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET

PELAKSANAAN

8 Pelaksanaan Pendampingan
Program 

Kerja 

Pendam 

pingan

12 hari

Kertas Kerja 

Pendampingan / 

kuesioner

9 Memberitahukan  kepada  Perangkat 

Daerah bahwa akan dilakukan 

Pendampingan dengan Peneribitan 

Surat Perintah Tugas

Surat 

Perintah 

Tugas

1 hari

surat perintah tugas 

disampaikan pada obyek 

pendampingan

10 Penyusunan draf temuan oleh tim 

pemeriksa yang telah direviu oleh 

Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu

Kertas Kerja 

Pendam 

pingan

2 hari
Simpulan sementara 

Hasil Pendampingan

11 Paparan  hasil pendampingan di forum 

ekspose

Simpulan 

Sementara 

Hasil 

Pendam 

pingan

1 hari
Hasil ekpose 

Pendampingan

12 Penerbitan Berita Acara hasil ekpose 

temuan Sebagai Draf Laporan Hasil 

Pendampingan

Hasil 

Ekspose 

Pendam 

pingan

1 hari

Berita Acara Hasil ekpose 

Pendampingan Sebagai 

P2HP

13 Penyampaian temuan kepada auditan 

untuk mendapatkan tanggapan / 

komentar P2HP 3 hari Tanggapan atas P2HP

14 Ekspose External / Komunikasikan 

dengan auditan
Tanggapan 

atas P2HP
1 hari

Berita Acara Hasil 

Ekspose Eksternal

PELAPORAN

15 Penyusunan Laporan Hasil 

Pendampingan dengan menerapkan 

mekanisme reviu berjenjang.

Tanggapan 

atas P2HP / 

Berita Acara 

Hasil 

Ekspose

5 hari
Konsep Laporan Hasil 

Pendampingan



Subag 

Perenca 

naan

Subag 

Umum dan 

Keuangan

Subag 

Analisis dan 

Evaluasi

Irban Dalnis Sekretaris Inspektur
Tim Pendam 

pingan

Obyek 

Pendam 

pingan

Keleng

kapan
Waktu Output

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET

16 Reviu konsep Laporan Hasil 

Pendampingan secara hierarkhi

Konsep LHP 2 hari

Konsep Laporan Hasil 

Pendampingan yang 

telah di Reviu

17 Meneliti dan Penandatangan Laporan 

Hasil Pendampingan

Konsep LHP 1 hari
Konsep Laporan Hasil 

Pendampingan

Penyampaian Konsep LHP kepada 

Inspektur

Konsep LHP 1 hari
Laporan Hasil 

Pendampingan

18 Laporan Hasil Pendampingan dan 

Rekomendasi dikirimkan  ke Bupati
Rekomenda

si dan LHP
1 hari

Rekomendasi dan 

Laporan Hasil 

Pendampingan

19 Pendistribusian dan Pengarsipan 

Laporan Hasil Pendampingan di 

Sekretariat
Rekomenda

si dan LHP
1 hari

Rekomendasi dan 

Laporan Hasil 

Pendampingan



NOMOR SOP …..../……...../404.200/2022

TANGGAL PEMBUATAN …....Oktober 2022

TANGGAL REVISI …....Oktober 2022

TANGGAL EFEKTIF …....Oktober 2022

DISAHKAN OLEH INSPEKTUR KABUPATEN NGAWI,

Drs. YULIANTO KUSPRASETYO

NIP. 19660725 198602 1 004

KONSULTASI (OFFLINE)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi unit kerjanya

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memiliki kompetensi Auditor atau P2UPD

3. 3. Memiliki pemahaman yang cukup tentang pengawasan dan kode etik

4. Menguasai komputer

4.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 

2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma 

Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode 

Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 

Administrasi Pemerintahan

11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah

NAMA SOP

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

INSPEKTORAT

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah



DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Inspektorat

KETERKAITAN

1. SOP Buku Surat Masuk 1.

2. SOP Penerbitan Surat Tugas 2.

3.

4.

5. Lembar Disposisi

PERINGATAN

- 1.

2.

3.

4.

5. Lembar Konsultasi

Lembar Disposisi

Buku Tamu

Komputer/Laptop

Internet

Jika pemberian layanan konsultasi kepada perangkat 

daerah/desa/masyarakat tidak dilaksanakan maka fungsi Inspektorat 

Buku Kerja

Surat Permohonan Konsultasi

Agenda Surat Masuk

Kamera

PERALATAN/PERLENGKAPAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN



Flow Chart  Konsultasi (Offline)

INSPEKTUR SEKRETARIS

SUBAG 

ANALISIS 

DAN 

EVALUASI

IRBAN
AUDITOR/

P2UPD
STAF

KELENG

KAPAN
WAKTU OUTPUT

1 Surat permohonan konsultasi diterima oleh Pengadministrasi 

Persuratan dicatat dalam buku agenda dan selanjutnya ditulis pada 

lembar disposisi yang berisikan materi yang dikonsultasikan ATK 15 Menit Lembar Disposisi

2 Surat permohonan konsultasi dan lembar disposisi diajukan kepada 

Sekretaris dan selanjutnya Sekretaris mengajukan ke Inspektur

ATK 30 Menit
Lembar Pengantar ke 

Inspektur

3 lnspektur menelaah apakah pemberian konsultasi diberikan oleh 

lnspektur atau dilimpahkan pada pejabat lainnya

ATK 30 Menit

Terdisposisikannya permohonan 

konsultasi oleh Inspektur kepada 

pejabat yang akan ditunjuk 

memberikan layanan jasa 

konsultasi

4 Menunjuk Irban/pejabat fungsional yang berkompeten sebagai 

konsultan/narasumber

ATK 15 Menit
Pejabat Fungsional yang ditunjuk 

sebagai narasumber (SPT)

5 Melaksanakan diskusi untuk persiapan melakukan konsultasi pada 

fungsional Auditor/P2UPD Buku Kerja, 

ATK, 

Komputer

60 Menit Materi Konsultasi

6 Menyusun materi sesuai permohonan konsultasi
Buku Kerja, 

ATK, 

Komputer, 

Printer

60 Menit Materi Konsultasi

7 Konsultan memberikan jasa pemberian konsultasi sesuai materi 

konsultasi yang diminta oleh OPD
Buku Kerja, 

ATK, 

Komputer, 

Printer

1 Hari

Dokumen ringkasan hasil 

pemberian konsultasi pada lembar 

konsultasi

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET



INSPEKTUR SEKRETARIS

SUBAG 

ANALISIS 

DAN 

EVALUASI

IRBAN
AUDITOR/

P2UPD
STAF

KELENG

KAPAN
WAKTU OUTPUT

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

KET

8 OPD yang konsultasi mengisi daftar kehadiran

ATK, 

Komputer, 

Printer

10 Menit Buku Tamu

9 Pelaporan Hasil Konsultasi kepada Inspektur

ATK, 

Komputer, 

Printer

10 Menit Dokumen Hasil Konsultasi

10 Lembar konsultasi disimpan dalam file yang telah tersedia

ATK, 

Komputer, 

Printer

30 Menit
Tersimpannya dokumen hasil 

konsultasi
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KONSULTASI (ONLINE)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi unit kerjanya

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Memiliki kompetensi Auditor atau P2UPD

3. 3. Memiliki pemahaman yang cukup tentang pengawasan dan kode etik

4. Menguasai komputer/Aplikasi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 

2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma 

Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode 

Etik Pejabat Pengawas Pemerintahan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP 

Administrasi Pemerintahan

10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
INSPEKTORAT

NAMA SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah
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